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PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA 

(PKD) DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILU 

LEGISLATIF TAHUN 2024 DI DESA TELUK DALAM 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

 

Oleh : Supriyadi 

Pembimbing I : Jamri, S.H., M.H. Pembimbing II : Herdiansyah, Lc., MA 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan 

Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu 

Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta 

menganalisis efektivitas peran PKD dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan 

adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKD telah menjalankan perannya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan 

pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan koordinasi dengan 

berbagai pihak terkait. Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan 

edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang, sedangkan pengawasan 

dilakukan pada seluruh tahapan pemilu. Dalam penanganan pelanggaran, PKD 

menerima laporan, melakukan penelusuran informasi, mengumpulkan data, dan 

meneruskan temuan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Namun 

demikian, pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara 

lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya pembuktian praktik politik 

uang, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, 

keterbatasan sumber daya pengawas, luas wilayah pengawasan, serta masih 

kuatnya budaya politik transaksional. Meskipun demikian, peran PKD dalam 

mencegah dan menindak praktik politik uang dapat dikategorikan cukup efektif 

karena mampu meningkatkan pengawasan, memberikan pendidikan politik 

kepada masyarakat, dan mendorong terciptanya pemilu yang lebih berintegritas. 

Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan penguatan kapasitas 

pengawas, peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan politik yang 

berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku politik 

uang. 

Kata Kunci: Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Politik Uang, Pemilu Legislatif 

2024, Pengawasan Pemilu, Demokrasi. 
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ABSTRACT 

This study aims to examine the role of Village/Subdistrict Election 

Supervisors (Pengawas Kelurahan/Desa or PKD) in addressing money politics 

practices during the 2024 Legislative Election in Teluk Dalam Village, Indragiri 

Hilir Regency, identify the obstacles encountered in carrying out their duties, and 

analyze the effectiveness of PKD's role in promoting fair and honest elections. 

This research employed an empirical legal research method with a descriptive 

qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and 

documentation, and were analyzed qualitatively. 

The findings indicate that PKD has carried out its role in accordance with 

applicable laws and regulations through preventive measures, supervision, 

handling of violations, and coordination with relevant stakeholders. Preventive 

efforts were conducted through socialization and public education regarding the 

dangers of money politics, while supervision was implemented throughout all 

stages of the election process. In handling violations, PKD received reports, 

conducted preliminary investigations, collected relevant information and 

evidence, and forwarded findings to the competent authorities for further action. 

However, the implementation of these duties faced several challenges, including 

low public legal awareness, difficulties in proving money politics violations, 

limited public participation in reporting violations, inadequate supervisory 

resources, broad supervisory areas, and the persistence of a transactional 

political culture. Despite these challenges, the role of PKD in preventing and 

taking action against money politics can be categorized as moderately effective, 

as it has contributed to strengthening election oversight, enhancing political 

education among the public, and promoting electoral integrity. To further 

improve its effectiveness, it is necessary to strengthen the capacity of election 

supervisors, increase public participation, provide continuous political education, 

and enforce stricter legal sanctions against perpetrators of money politics. 

Keywords: Village/Subdistrict Election Supervisors (PKD), Money Politics, 2024 

Legislative Election, Election Supervision, Democracy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 


